KESEPAKATAN BRBAMA
ANTARA
PEMERINTAI KABUPATIEN KLATIGN
PROVINSI JAWA TIENGAL
DIENCGAN
PEMERINTAI KABUPATIEN DONGGALA
PROVINGD SULAWEST TISNGAT
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN DANA BENCANA ALAM

Nomor 12/019.0/Tahun 2019
Nomar : 466.1 [0136 | Beg. HuK

Pada hari i dumat tanggal Tiga: belas bulan September tahun Dua ribu

sembilan belas (13-09 2009) kami vang bertands tanpan o bawab ini ¢

1. SRI MULYANI

2,Drs. KASMAN LASSA,SH.MH : BUPATI DONGGALA,

. BUPATI KLATEN, lbertindak  dalam
inbitannya terschut herdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor
131.33-8601 Tahun 2017 1entang,
Penpgnnpkitan Bupati dan Pemberhention

Wakil Bupati Klnten Provinsi Jaws Tenpnh,

herkedudukan i Klaten, Jalin Permueli

Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak

untuk  dan mas  nama Pemerintah

Kabupaten  Klaten,  selanjutnyn disebul
PIHAK PERTAMA. - ...

bertindak «alam
Jabitannya tersebul berdasarkun
Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor

131.72-BROK Tuhun 2018 lentang

Pengangkatan Bupati Nongpeala Provinsi
Sulawesi  Tengah,  berkedudukan di
Donggala, Julan Jati Kelurahan Gunung,
Bale Keeamatan Banawa Dongpala, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pernerintah Kabupaten Donpgala,

selanjutnya dischut PIHAK KEDUA,- - -




LI ddaRmnnkon olel PARA PUHIAK melalui Tim Koordinasi Kerjn Snma
ey,

(N o kelaneavan dadiom: komunikasi dan koordinnsi berkaitan: dengan
progeain done kRepintan vangy akon dikerjosmmakan, maka PARA PIHHAK

memnuk e

A THAK PERTAMA
Pagian Kesejulueraan Rakvat Seleetarint Doerah Kabupaten Klaten,
Jaln Pendae Nownor 200 IKkten Jawa: Tengah, Telephone @ (0272)
SATOAD pesiwat IR 26h Fasimile 2 (0272) 322507

bhe PHITAK KEDUA
ik, Merabh Indonesi (PN Kabopaten Donggalac Joadan Pelabuhan
Nomor 70 Kelaenhan Bovie Kecamatan Banown Donggala Sulawesi
Tenpah Rode Pox R T Telephaone @ 08524 1092065 (Sekretaris PMI

Rabupaten Donpenla)

ALV IV
JANGRA WARKTU

sl o
hesepakatan bersama i berlako selama 12 e belas) bulan terhitung,
seprh ditimdatinggan dan dapat ciperpangong bered:

PARN PHIAK

warkan kesepankatan

ARYERY
PEMBIAYAAN

Msal b

Segaka Dinvae vang timbul sebapai akibio ditnnedatan,

wninya Kesepakoton

bersama mn menjadi tangung, jwaby PARA PHHAK secarn proparsinnal.

ENVERY
PENUTU

asal 6
(1 Notne Kesepahaman ind dibunt dan ditandatangani pada Hari, Tanggal,

Hulnn doan Tahun sebapgaimonnn  tersebut pada awal Kesepakatan

bersama ini, dibuat dalam angkap 2 (Dua) nsli, masing-masing

bermaterai cukup, dan memiliki kekuntan huakum vang sama sctelah o

elitaiaed ot evernasd oy DATA DIET AT,




I Ul bl iy el diatog dilivm Kosiepikiatin qu \: Lo nlsinn dipnn e
Kemnidion dalom Dok et lmulm i 'nllum) s

Kesepakatan pora pilnk i etk Inml“ll o w terpinahlin
e Nota Kevepahatian i, \ :

IDUA

PERTAMA
N GOALA,

INLATION,

b ry' Asnﬁw LASSA,SH,, MH
Ak
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PERIANJAN KERIASAMA

Palang
ANTARA Merah
IR Indonesia
PEMERINTAN KABUPATEN KLATEN

PROVINSL JAWA TENGAI
DENGAN
PALANG MERAI INDONESIA KAHUPATEN DONGGALA

PROVINSI SULAWEST TENGALI

TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN MASYARAKAT
UNTUR KORBAN BENCANA ALAM
Romor 01 'PRS Tahun 2014
Nowar - 466.1 [ 033 [ Bay. Huk

Jumaiat tangeal T belas Tl &

seminlan belas, (13 © 200489y v !

ertinuda tansin i bawah ini
1. JAKA SAWALDI

_ -__-»“E

Padin b an weptember tahun Dua ribag

Sckretaris Dacrah Kabupaten Klaten,

Nip. 19631012 1087030 | 025

bernndak  dalam

abatannva tersebun berdasarkan Keputusan Bupin

Klaten Nomnun B2 2/967 /10

tentang,
|’vn;:.-m;;k-.nnn_-‘I’:-nu:uuknn Peabatr P

impinan Tingg:
Pratimia Sekretans Daceah Kabupaten  Klaten,
berkedudukan i Klaten, Jalan Pemuds Nomor 294

KEten, dalim hal mi bertindak untuk dan atas nama

Pemernintah Rabupaten Klaten Provinsi .Jawa Tengah,

sclanjuinya disebut PIHAK PERTAMA, ..
- Ketua  Palang Merah

2. MOH YASIN,S.Sos

Indonesia Kabupaten
Donggala berindak dalam Jabatannya  tersebut
berdasarkan  Surar Keputusan Palang  Merah
Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

Tahun 2019 lentang

berkedudukan dj Jalan  pe
Kelurahan Boy

labuhan Nomor 70,
a, Kecamatan Banawa,
Donggala, Sulawesi Tengah, dalam hal in
untuk dan atay nama  Palang Merah Indonesia
Donggala  Provins; Sulawesi
disebut PIHAK KEDUA -

Kabupaten

I bertindak

Tengah, selanjutuya

e wm Y
PN ES BN NN M 0, &n
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AdD . B

Segala biava vanz wmzu. sebagal akibat dari pelaksanaan Perjanjian

Kerjasama i dipebankan padic Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
PARA PIMAK dan sumber dana lain yang sah dan tdak mengikat sccara

proporsional sesuai dengan kelentuan peraturan p:'|'umizmi-’.'lmdﬂ"iﬁ”“-

AR VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak

tunggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jungku waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal diperpanjang

sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

BAD VI
PENYELESAIAN PERSELISIAN

Pasal 8
(1) Apabila dalam  pelaksanaan Perjimjinon ini terjadi perselisihan, maka
akan disclesaikan secarn musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila  dalim  penvelesaian prrselisihan . seeara musyawarah dan
mufokat  sebagnimana dimaksud  pada ayat (1) tdak tercapai

kesepakatan, maka penvelesaiannyi diserahkan kepada Gubernur dari

PARA PHIAK.

BALY VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Bisal Y

(1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian Kerjasama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 1elah berakhir dan PARA PIHAK
tielnk berkeinginanm untuk memperpanjang,

(2) Perjanjian ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada insttusi
PARA PIHAK.

BAB IX '.
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) |

Pasal 10
Apabila tidak terlaksananya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat
sesuatu hal yang terjadi diluar kemampuan (Foree Majeure) yaitu peristiwa

yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan
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s20 = TANS Lndadal dtau penshwa tersebut diluar kekunsaan
san bukan  kesalahan PARA PIHAK  serta PARA  PIHAK  tdak dapat
menghindarn atia mengatasi tindakan tersebut atan peristiwa 1ersebut,

viing dinvidakan sebagai Foree Majenre,

1AL X
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 11
(1) Dakinm hal terjadi perubahan Perangkat Dacrah pada PARA PHIAK vang
werkan dengan pelaksanaan Perjarjion ini, maka PIHAK vang mengaliami
perubahan  Perangkat Daeranh  tersebut berkewajiban  untuk
membertahukan perubahan dimaksud kepada PINAK lainnya  paling
fambat 1 (sata) bulan sejak  diundangkan  Peraturan Daerah
bersanpkutan,

[2) Hal hal vang belum dinmure dalam Perjanjian Kerja samaini, akan dialur
dialiim Perjanjn Tamlrithan / Perubahan
(Addendum /amandemen) atas kesepakatan darn masing-masing PIHARK
dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Perjanjinn Kerja
CHTTTHE T

() Addendum schagamana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan  oleh
masing-masing PIHAK paling lambat 3 (tea) bulan sebelum perubahan
dlilakukan.

1AL X1
RIFTENTUAN PENUTUR
Pasal 12
Demikian perpanpan i dibuat dan ditinda tangao dalam rangkap 2 (dua)

ashi masing-masing bermaterad cukup dan mempunyni kekuatan hukum
vitng sama setelah ditanda minpani PARA PIHAK.

IHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Sekretgfis Daerah K

JAKA S
Nip. 1963101%




